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This article was based on an empirical research with the management of an industrial cesspool B3 by PT PPLI in Bogor District as a case areas. From the legal perspective, the company refuses to have an interference permission based on Bogor Local Reglation No.25/1998 and Number 7/1993 of Domestic Affairs Minister Policy. According to the writer, the existence of the permission to manage an industrial cesspool B3 by PT PPLI is higher than the Local Regulation and hierarchically based on the Act number 10/2004. He concludes that the legal power of Local Regulation of Bogor Disctrict was weak that is PT PPLI may not to obey the regulation concern.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pembentukan hukum nasional merupakan bagian dari proses untuk merealisasikan grand design atau rancangan besar untuk membangun suatu masyarakat dan kehidupan Indonesia baru sejak 1945. Blueprint dari rancangan besar tersebut diletakan dalam UUD 1945. Pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menangkap proses dan kerja besar tersebut, yaitu usaha untuk melakukan transformasi nilai dari suatu tatanan kehidupan lama menjadi sesuatu yang baru. Upaya itu harus didukung kemauan politik dari pemerintah pusat, propinsi, juga pemerintah daerah sendiri dalam bentuk, kebijakan, fasilitas, dan dukungan lain. Suasana kondusif bagi tegaknya kewibawaan hukum nasional sebagai wadah hukum adat dan perda dalam kapasitas dan intensitas keberagaman,  harus mendapat perhatian dan pengkonsolidasian yang menyeluruh. Tidak ada kesan lagi, hukum di Republik ini ditegakkan atas dasar kepentingan kekuasaan clan dikendalikan oleh tangan-tangan besi penguasa yang zalim. Sebaliknya, hukum yang ditegakkan harus hukum masyarakat yang selalu berpihak dan responsif terhadap kepentingan serta rasa keadilan masyarakat sebagai cermin hukum Tuhan di dunia.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran clan perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung  biaya  pemulihannya.

Peraturan perundang-undangan formal (tertulis) lebih dipandang dapat memberikan kepastian hukum tentang suatu hal dibandingkan dengan peraturan non formal. Peraturan perundang-undangan berfungsi menyederhanakan suatu keadaan yang dianggap kompleks, karena kaidah​kaidah tertulis dapat menjadi patokan dalam rangka hidup bermasyarakat, baik hubungan antara anggota masyarakat dalam lingkup intern maupun lingkup internasional.
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan keberadaan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah industri B3, yang berlokasi di Desa Nambo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dimana yang bersangkutan telah memperoleh persetujuan studi AMDAL berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. Kep.36/Bapedal/07/ 1993, sehingga beranggapan tidak perlu memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah setempat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bagi setiap orang pribadi atau badan yang sudah membuat dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diwajibkan mengajuakn izin gangguanlHO kepada Pemerintah Kabupaten Bogor ".

PT. PPLI selaku badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah B-3 yang berlokasi di Kabupaten Bogor, telah memperoleh beberapa perizinan terkait dengan pelaksanaan usahanya, dan menolak untuk memperoleh izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, dengan dalih berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, yaitu badan usaha yang telah memiliki Amdal, tidak wajib memiliki izin gangguan, sehingga menimbulkan pertentangan antara peraturan perundang-undangan tersebut, yang tingkatannya masing-​masing berbeda. Terkait dengan kebedaan perizinan yang telah dimiliki oleh PT. PPLI maka kedudukannya berada diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 yang menurut jenis dan urutan hierarkhi peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, dimana kekuatan hukum keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor ini menjadi lemah, dalam arti dapat diabaikan pemberlakuannya oleh PT. PPLI. karena secara substansil isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih atasnya. Namun apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, maka keberadaan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, yang tingkatannya berada dibawah Undang-undang, maka kekuatan hukum Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri ini menjadi lemah apabila dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Terhadap uraian tersebut, terlihat adanya permasalahan menyangkut pertentangan antara dua peraturan yang berbeda tingkatannya, yaitu antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, yang secara substansial mengatur masalah perizinan gangguan, dimana menurut Permendagri No. 7 Tahun 1993, bahwa suatu perusahaan apabila telah memperoleh AMDAL, tidak wajib lagi untuk memperoleh Izin Gangguan , sehingga PT. PPLI tidak bersedia untuk mengurus Izin Gangguan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 1998. Hal inilah kiranya masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih mengetahui lebih jelas masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah ini akan dirumuskan, yaitu mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan mana yang lebih kuat kedudukannya antara Hinder-Ordonnantie dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 ?

2. Terkait dengan HO dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993, instansi manakah yang berwenang memberikan izin pengelolaan limbah B3 ?

3. Bagaimana kekuatan hukum perizinan pengelolaan limbah cair B3 yang diberikan kepada PT. PPLI ditinjau berdasarkan peraturan perundang​undangan tentang lingkungan hidup ?

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

 Hinder-Ordonnantie Stb. 1926-226 adalah suatu peraturan perundang​undangan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Yolksraad pada zaman Hindia Belanda, dan diberlakukan bagi seluruh Hindia Belanda. Sebagai suatu peratruan perundang-undangan yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda, maka dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia, eksistensinya tergantung pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) dirumuskan bahwa "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang​undang Dasar ini". Rumusan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi suatu landasan hukum bagi berlakunya Hinder Ordonnantie Stb. 1926-226 di Negara Republik Indonesia.

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda yang diberlakukan di zaman Negara Republik Indonesia, maka kedudukan suatu Ordonnantie diletakan setingkat dengan undang-undang (demikian juga wet, dan Algemeen Maatregel van Bestuur). Dengan demikian Ordonnantie S. 1926-226 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan (hierarkhi) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan suatu Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden (hal ini dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IIUMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

"Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi".

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) tersebut, maka ketentuan dalam Ordonantie Gangguan Stb.1926-226 tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999, oleh karena itu hierarki suatu Ordonantie adalah setingkat dengan undang-undang sehingga hierarkinya lebih tinggi dari suatu Keputusan Presiden

Ordonnantie Gangguan Stb. 1926-226 tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan Izin Gangguan, walaupun demikian dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, merumuskan bahwa, "Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah".

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merumuskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL) adalah "kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan".

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 2 dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan "dampak besar dan penting" adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan didalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :

(1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(2)
Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)
Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 1997, yaitu :

(1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :

a.
rencana tata ruang;

b.
pendapat masyarakat;

c.
pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

(2)
Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

 Apabila ditinjau dari rumusan pengertian di atas maka poengertian izin gangguan lebih ditujukan pada izin bagi berbagai tempat usaha yang akan didirikan dihubungkan dengan kemungkinan akan timbulnya bahaya, kerugian atau gangguan, sedangkan AMDAL lebih ditujukan pada kajian berdasarkan studi kelayakan terhadap suatu usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Pembahasan tentang Hinder-Ordonantie atau Ordonantie Gangguan Staatsblad 1926-226 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan staatsblad 1940-14 dan staatsblad 1940-450, merupakan pembahasan yang berhubungan erat dengan masalah perijinan, dimana perijinan selalu berhubungan dengan masalah kewenangan pemerintah atau para pejabat untuk memberikan atau menolak suatu permohonan izin dari warga masyarakat.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Ordonnantie Gangguan Stb.1926-226 hampir secara keseluruhan mengatur tentang larangan mendirikan berbagai bidang usaha tanpa memiliki Izin Tempat Usaha (sekarang disebut dengan Izin Undang-undang Gangguan) bagi setiap orang yang akan mendirikan berbagai bidang usaha, termasuk semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian pada pemilik, perusahaan atau kesehatan serta menimbulkan gangguan. Selain itu, pasal-pasal yang lainnya mengatur tentang wewenang pemerintah, atau pejabat yang berwenang memberikan atau menolak permohonan izin, prosedur permohonan, syarat-syarat, penarikan kembali izin yang telah diberikan, upaya banding apabila terdapat permasalahan dalam pemberian izin, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang terjadi. Walaupun masalah​masalah yang berhubungan dengan perizinan telah dirumuskan dalam Ordonnantie gangguan tersebut, tetapi masalah penetapan retirbusi tidak terdapat dalam pasal-pasalnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Ordonantie Gangguan S. 1926-​226, dan pelaksanaan Otonomi Daerah, peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas secara berturut-turut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 1993.

Pasa1 6

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Undang-undang Gangguan, kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib AMDAL atau yang berlokasi di dalam kawasan Industri.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 82

(1) Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang;

(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 7

(1) Analisis mengenai Dampak lingkungan hidup yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

4.  Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua   atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 19993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Pasa12

(9)
Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL, dan atau yang berlokasi di dalam kawasan Industri/ Kawasan Berikat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,

Pasal 4

(2) Jenis jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 

Pasal 10

(1)
Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan dan Izin Tempat Usaha.

(2)
Bagi
setiap orang pribadi atau badan yang sudah membuat dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) diwajibkan mengajukan Izin Gangguan/HO.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas terlihat adanya berbagai rumusan yang saling bertentangan dan memerlukan suatu telaah dan kajian sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaannya dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hinder Ordonnantie

Di dalam suatu negara modern, bestuur (pemerintah) mempunyai fungsi yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang​undang. Bestuur, dalam negara modern, juga berfungsi menyelenggarakan suatu yang tidak termasuk mempertahankan ketertiban hukum secara preventif, megadili/menyelesaikan perselisihan, atau membuat peraturan. Oleh karena itu, didalam negara modern, pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat didalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, fungsi bestuur ini semakin hari semakin luas.
Regeling adalah suatu fungsi pengaturan. Untuk mendapatkan/memperoleh seluruh hasil fungsi pengaturan tidak hanya undang-undang dalam arti formal yakni yang dibuat oleh Presiden dan DPR), tetapi juga undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya ikat trehadap semua orang.

Oleh karena itu didalam setiap negara modern, semakin hari campur tangan pemerintah terhadap rakyat semakin besar. Banyak  urusan  masyarakat yang dikelola oleh pemerintah (penguasa), sehingga sering timbul  permasalahan dalam aspek hak asasi manusianya. Semua campur tangan penguasa negara tersebut, perlu diberikan bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak bersimpang siur dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan.
Dalam UUD 1945 dinyatakan dengan tegas Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau wellfare state (negara kesejahteraan). Hal ini disebabkan negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pernyataan ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang antara lain, memuat empat macam tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merealisasikan kehidupan bangsa, melindungi kesejahteraan umum clan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi clan keadilan sosial.

Dengan kenyatan secara konstitusional negara Indonesia menganut prinsip "negara hukum yang dinamis" atau "welfare state", dengan sendirinya tugas pemerintah Indonesia begitu luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendapat kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kewenangan pemerintah tersebut diperoleh dari pembagian kekuasaan yang dilakukan dalam UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof.

Prajudi Atmosudirjdo, sistem pemerintahan negara Indonesia beraaaskan "pembagian kekuasaan", yang menimbulkan adanya beberapa kekuasaan.

Dalam membicarakan otonomi daerah, tidak lepas dari kajian konsep dan teori desentralisasi. Terdapat hubungan yang saling menentukan dan bergantung antara desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasilah yang melandasi suatu daerah dapat dikatakan otonom. Otonomi daerah tidak akan ada, jika tidak ada desentralisasi. Sebaliknya, desentralisasi tanpa otonomi daerah akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Tanpa desentralisasi, daerah tidak akan memiliki otonomi. Otonomi daerah tidak akan pernah ada dalam konteks organisasi Negara, bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pijakan.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan  satuan-satuanpemerintahan  yang  lebih  rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah. Dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan Pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari Daerah yang bersangkutan.

Menurut Koesoemahatmadja (1973:18) berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan (bestuur). Namun demikian, walaupun otonomi ini sebagai self government, self sufficiency dan actual independence, keotonomian tersebut tetap berada dalam batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Otonomi menurut Manan (1994 : 21) mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.

Kemandirian, menurut Syafrudin (1991: 131), bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhineka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada Pemerintah pusat.

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, disebutkan sebagai berikut : 
1.
Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, yaitu :

· Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia 1945;

-
Ketetapan MPR;

· Undang-undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang; 

-
Peraturan Pemerintah;

-
Keputusan Presiden, dan

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti :

-
Peraturan Menteri;

-
Instruksi Menteri,

-
Dan lainnya.

2.
Sesuai dengan sistim konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan autentik Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Dasar Republik Indonesia adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-peraturan bawahan dalam Negara.

3.
Sesuai pula dengan prinsip Negara Hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasar dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya.

Sedangkan menurut Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa :

(1)
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.
Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-​ undang;

c.
Peraturan Pemerintah; 

d.
Peraturan Presiden; 

e.
Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dawn perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah Kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c.
Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4)
Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang​undangan yang lebih tinggi.

(5)
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

a. Peraturan Perundang-undangan tentang Otonomi Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang

dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan yaitu : Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staff yang membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Penyelenggara Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan, antara lain, dalam bentuk Peraturan Daerah, peraturan kepala daerah clan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Kebijaksanaan otonomi daerah akan membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Urusan-urusan pemerintahan yang tadinya diatur dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa menunggu adanya penyerahan urusan secara nyata. Dengan adanya penyerahan kewenangan berarti bertambahnyaurusan atau kegiatan pemerintahan yang harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Oleh karenanya peranan pemerintah daerah, sangatlah menonjol dan penting peranannya didalam hal pemberian izin dan selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan dari izin yang telah diberikan melalui dinas masing-masing.

b. Peraturan Perundang-undangan dengan Izin Gangguan/HO

Pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Gangguan (Staatblad 1926 - 226, yang telah diubah dengan Staatblad 1940 - 14 dan Staatblad 1940-450, merupakan peraturan yang berhubungan erat dengan masalah perizinan, sedangkan masalah perizinan selalu berhubungan dengan masalah kewenangan Pemerintah atau pejabat untuk memberikan atau menolak permohonan izin dari warga masyarakat.

Dari pasal-pasal yang terdapat yang terdapat dalam Ordonnantie Gangguan tersebut di atas, hampir secara keseluruhan mengatur tentang larangan mendirikan berbagai bidang usaha tanpa memiliki Izin Tempat Usaha (Izin gangguan) bagi setiap orang yang akan mendirikan berbagai bidang usaha, termasuk semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian pada milik, perusahaan atau kesehatan serta menimbulkan gangguan. Selain itu, pasal-pasal lainnya mengatur tentang wewenang Pemerintah atau pejabat yang berwenang memberikan atau menolak permohonan izin, prosedur permohonan, syarat​syarat, penarikan kembali izin yang telah diberikan, upaya banding apabila terdapat permasalahan dalam pemberian izin, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang terjadi. Walaupun masalah-masalah yang berhubungan dengan perizinan telah dirumuskan dalam Ordonnantie Gangguan tersebut, tetapi masalah penetapan retribusi tidak terdapat dalam pasal-pasalnya.

Pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Gangguan (Staatblad 1926 - 226, yang telah diubah dengan Staatblad 1940 - 14 dan Staatblad 1940-450 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Peraturan-peraturan mengenai Retribusi menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) untuk semua jenis kegiatan usaha dan industri, namun dalam perkembangan selanjutnya dalam aturan pelaksanaan dan teknis terdapat aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang Tata cara Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menimbulkan ketidakpastian hukum apakah bagi kegiatan usaha yang wajib AMDAL dan usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah masih diwajibkan untuk memiliki Izin HO, sehingga menjadi objek pemungutan retribusi Izin HO.


c.Peraturan Perundang-undangan terkait dengan AMDAL

Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan sesuai dengan penjelasan pasal 15 ayat (1).

PT. PPLI adalah perusahaan industri yang usahanya atau kegiatannya melakukan pengolahan limbah B-3, (Pasal 1 angka 7 Undang​undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri) Jo. Pasal 2 angka 8 huruf a Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal bahwa izin usaha yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM merupakan izin Usaha tetap dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA).

Bahwa PT. PPLI telah memperoleh persetujuan Amdal dari Kepala Bapedal yang berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, yang pada intinya tidak diwajibkan perusahaan industri untuk memiliki Izin UU Gangguan/Ho, bila perusahaan dimaksud telah memiliki Amdal.


d. Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Penjelasan Pasal 15 ayat 1 bahwa AMDAL adalah suatu kaj ian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diajukan pada proses pengambilan keputusan tentang usaha dan atau kegiatan.

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan".

B.
Lingkungan Hidup Dan Pembangunan

Setiap negara memerlukan pambangunan yang sifatnya menyeluruh, materiil dan spirituil, sektoral dan regional yang meliputi obyek pembangunan dan subyek pembangunan dan dengan prinsip pemerataan yang bersifat horizontal dan vertikal. Dari pembangunan yang menyeluruh tersebut, diperlukan pula penentuan skala prioritas yang tepat yang menjadi kebutuhan utama rakyat untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Kekeliruan penentuan skala prioritas dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan negara bahkan dapat mengakibatkan kehancuran. Apakah bidang ekonomi akan menjadi skala prioritas utama, ataukah bidang sosial, politik, ideologi atau militer? Pertimbangan penentuan pilihan ini akan dikaitkan dengan tujuan nasional suatu negara dalam arti bahwa pilihan tersebut telah diperhitungkan secara rasional bahwa dalam pelaksanaannya  akan  lebih mendekatkan kepada tercapainya tujuan nasional suatu negara, baik di bidang politik, keamanan dan kesejahteraan ekonominya.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan industri yang makin pesat merupakan dorongan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan eksploatasi sumber daya yang berlebihan. Hal ini menimbulkan berbagai pemborosan sumber daya alam serta dihasilkannya berbagai limbah yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Berbagai biaya yang seharusnya dipikul oleh suatu kegiatan, ditimpakan kepada pihak lain, kepada lingkungan atau kepada sesuatu yang menjadi milik umum. Seperti dibuangnya limbah industri dan rumah tangga ke sungai, yang pada akhirnya harus dipikul biaya atau akibatnya oleh masyarakat yang memiliki kepentingan umum pada sungai tersebut. Berbagai emisi (limbah berupa gas) telah mencemari udara yang menjadi milik umum dan yang merupakan bagian vital dari kehidupan. Hal ini disebut oleh Dr. Soedjatmoko dalam suatu ceramahnya sebagai akibat adanya gejala krisis (kemunduran) kearifan atau kebijakan manusia (Crisis intellegibility). Oleh karena itu secara lokal maupun global lingkungan hidup harus menanggung berbagai kemunduran kualitas lingkungan.

Pengelolaan lingkungan sebagaimana halnya kegiatan pembangunan harus menjadi tanggung jawab segenap lapisan masyarakat. Karena dalam penataan ekosistem (tatanan lingkungan terdapat prinsip-prinsip yang harus diperbaiki, seperti; interdependensi (saling ketergantungan), sustainable (berkelanjutan), equilibrium (keseimbangan)  dan diversity (keanekaan). Faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan secara global meliputi beberapa hal, pertama; Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Kedua; Penerapan teknologi yang mencemari lingkungan dan konsumsi sumber daya alam secara berlebihan.

Dalam pembangunan berwawasan lingkungan yaitu; pertama ; Integrasi studi kelayakan dengan pengelolaan lingkungan. Antara kelayakan sosial dan kelayakan lingkungan perlu terintegrasi pada setiap proyek pembangunan selain kelayakan teknologi dan ekonomi, kedua ; pengelolaan kualitas lingkungan dan pemantauan secara periodik agar pengelolaan terhadap lingkungan dapat diperbaiki, disempurnakan atau disesuaikan dengan keadaan yang dikehendaki. Perlu ditingkatkan mengenai teknologi hemat sumber daya, teknologi penggunaan sumber daya, penggunaan bahan yang dipakai ulang.

Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila sumber daya yang dimanfaatkan ini berupa sumber daya alam, maka akan berakibat perubahan sifat dan harkatnya. Tetapi bila pemanfaatannya dilaksanakan secara besar​besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar. Agar pembangunan ini tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. 

Hal ini kemudian digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993.

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut :

•
Kondisi Sumber daya alam sumber daya alam dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan.

•
Kualitas lingkungan Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan berkualitas pula.

•
Faktor kependudukan adalah unsur yang dapat menjadi beban atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor kependudukan perlu dirubah dari faktor yang menambah beban pada pembangunan menjadi modal pembangunan. 

•
Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Dengan mengindahkan kondisi lingkungan (biogfisik dan sosekbud) maka setiap daerah dibangun sesuai dengan   zonaperuntukkannya seperti zona industri, zona pemukiman, zona perkebunan, pertanian dan lain-lain. Hal ini memerlukan rencana tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW). Melalui Rencana Tata Ruang ini dapat dihindari pemanfaatan ruang yang tak sesuai dengan daya dukung lingkungannya;

•
Proyek yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi Amdal dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga dapat disusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) yang mengendalikan dampak negatif pembangunan terkendali;

•
Penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah mengutamakan :

1) Penanggulangan bahan beracun dan bahaya agar limbah ini dapat dikendalikan dan tidak membahayakan masyarakat.

2)
Penanggulangan limbah padat terutama di kota-kota besar supaya tidak mengganggu kesehatan lingkungan.

3)
Penempatan baku mutu emisi dan efluen. 

4)
Pengembangan baku mutu air dan udara. 

•
Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. Usaha ini perlu ditunjang oleh berbagai kebijakan lain seperti :

1)
Pengelolaan hutan tropis yang secara khusus melestarikan habitat (tempat tinggal) flora fauna dalam taman nasional, suaka alam, suaka margasatwa, cagar alam dan lain-lain.

2)
Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang secara khusus melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan lautan. 


* Pengendalian kerusakan lingkungan melalui : 

1)
Pengelolaan daerah aliran sungai.

2)
Rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan dan galian C. 

3)
Pengelolaan daerah pesisir dan lautan.


* Pengembangan kebijaksanaan ekonomi yang  memuat pertimbangan lingkungan:

1)
Manfaat dan biaya lingkungan perlu diperhitungkan dalam analisa ekonomi.

2)
Pengelolaan sumber daya alam sebagai faktor produksi perlu mempertimbangkan segi-segi lingkungan.

3)
Pengurasan sumber daya alam (resouce depletion) perlu diperhatikan sebagai bagian dari ongkos pembangunan.

4)
Sangat penting adalah memasukkan pertimbangan lingkungann dalam kebijakan investasi, perpajakan dan perdagangan.

     C.Ruang Lingkup ANDAL Dan AMDAL

Pada awal kebudayaan manusia perubahan pada lingkungan oleh aktivitas manusia masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri secara alamiah, tetapi aktivitas manusia makin lama makin menimbulkan banyak perubahan pada lingkungan.

Perubahan lingkungan yang sudah terjadi sering masih dapat ditoleransi oleh manusia karena dianggap tidak menimbulkan kerugian pada manusia secara jelas dan berarti. Tetapi perubahan yang makin besar akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraannya dan bahkan keselamatan dirinya. Pada saat inilah manusia mulai berpikir dan meninjau kembali semua aktivitasnya dan berusaha untuk menghindari aktivitas yang menimbulkan dampak sampingan yang tidak dikehendaki atau ingin mengetahui dampak apa yang akan merugikan dari aktivitasnya, kemudian akan mencarikan usaha untuk menghindari timbulnya dampak yang tidak disukai tersebut agar kesejahteraan dan kehidupannya tidak terancam. Pada keadaan terakhir inilah sebenarnya manusia lalu melakukan Amdal.
Pada umumnya setiap Negara yang sedang membangun memiliki sistim perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di Indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat  menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunakan apa yang disebut proyek.

Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berlanjut (suistanble development). Instrumen untuk mencapai pembangunan berlanjut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila telah dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan, sedang rencana pengelolaan lingkungan dapat disusun apabila telah diketahui dampak lingkungan yang akan terjadi akibat dari proyek-proyek pembangunan yang akan dibangun.

Pengertian ANDAL untuk Indonesia yang tercantum dalam Undang​undang Nomor 4 Tahun 1982, Bab I, Pasal 1, ayat 10, berbunyi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan sehingga jelas bahwa Andal mempunyai arti studi mengenai dampak suatu kegiatan. Untuk dapat melakukan studi mengenai dampak ini perlu dilakukan pendugaan dampak lingkungan, dan untuk dapat menduga dampak harus diikuti proses pendugaan  dampak  lingkungan.    

Dalam pedoman penyusunan, Andal akan meliputi proses pendugaan dampak lingkungan dan studi atau analisis dari dampak sampai dapat menyusun rencana pengelolaan lingkungan.

Studi AMDAL diperlukan karena :

1.
Amdal harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun karena Undang​undang dan Peraturan Pemerintah menghendaki demikian. Apabila pemilik atau pemrakarsa proyek tidak melakukannya, maka akan melanggar undang-undang dan besar kemungkinan perizinan untuk membangun proyek tersebut tidak akan diperoleh.

2.
Amdal harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, hanya memiliki satu model Amdal, yang mempunyai pengertian :

(1).
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Sementara itu pengertian Andal adalah :

(2) 
Analisa Dampak Lingkungan adalah telaahan secara cermat dan men dalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, dikenal ada beberapa model Amdal yaitu Amdal Proyek Individual, Amdal Kegiatan Terpadu, Amdal Kawasan dan Amdal Regional. Pengertian model Amdal tersebut adalah : 

(1)
Analisa mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab.

(2)
Analisis mengenai  dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggungjawab.

(3) Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai darnpak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab.

D. Peraturan Perundang-undangan 

     Lingkungan Hidup

Dalam hukum administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa, yang merupakan subjek yang memerintah, dan warga masyarakat, yang merupakan subjek yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini pemerintah, menyelenggarakan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi Negara yang harus mempunyai wewenang, yang diperoleh melalui Hukum Administrasi Negara.(Victor Situmorang, Dasar-​dasar Hukum Administrasi Negara).
Setiap pejabat administrasi Negara dalam bertindak (menjalankan tugas- tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi Negara sebelum menjalan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang, yaitu merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Jadi  kewenangan  adalah  kekuasaan  yang  mempunyai  landasan  hukum,  agar tidak timbul kesewenang-wenangan.

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat.

Perizinan merupakan salah satu instrumentarium hukum bagi pemerintah dalam kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang menyangkut kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Arti pentingnya fungsi perizinan ini dalam hubungannya dengan pertahanan kelestarian lingkungan dapat kita lihat dalam bunyi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), dimana ditentukan bahwa dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, harus dicantumkan adanya kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya peranan Pemerintah (Administrasi Negara) baik tingkat Pusat maupun Daerah, sangatlah menonjol dan penting peranannya di dalam hal pemberian izin dan selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan dari izin-izin yang telah diberikan melalui masing-masing instansi. Perumusan dalam pasal 7 ayat 2 tersebut di atas memang masih terlalu umum sifatnya dan karenanya harus dikonkritkan dan diimplementasikan dalam praktek pemberian izin. Dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa seringkali suatu kegiatan usaha memerlukan berbagai macam izin sebelum melakukan kegiatannya, ataupun juga terdapat kenyataan bahwa satu macam

izin akan melibatkan berbagai instansi memang adanya berbagai macam jenis izin dalam satu kegiatan yang sama tidak dapat dihindari, tetapi apabila di dalam pengaturan clan mekanisme pemberian masing-masing izin tersebut tidak terdapat sinkronisasi antara masing-masing instansi pemberi izin ataupun adanya keterpaduan dalam kebijaksanaan antar instansi, maka sudah barang tentu keadaan tersebut akan menimbulkan ketidak-pastian hukum masyarakat. Maka diperlukanlah pemikiran tentang adanya suatu sistem perizinan lingkungan yang efektif, dalam arti bahwa keserasian dan keseimbangan dalam pemeliharaan ke.lestarian kemampuan lingkungan itu dapat tercapai tujuannya.

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang sistem perizinan lingkungan yang efektif, maka tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang elemen-elemen atau unsur-unsur yang relevant di dalam proses pemberian izin, yang berkaitan satu sama lain.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yang memuat prinsip-prinsip pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, memberikan arahan bagi sistem hukum lingkungan nasional di Indonesia. Prinsip-prinsip pokok yang termuat dalam UULH kemudian (beberapa dari prinsip yang ada) ditindak lanjuti melalui pengundangannya berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan seperti :

1.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan beserta perangkat peraturan pelaksanaannya (dan telah diganti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Amdal).

2.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya;

4.
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 yang memberi dasar bagi pendirian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) ditingkat Pusat.

5.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

6.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B-3, yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B-3.

7.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

ANALISIS DAN KAJIAN ATAS 

KASUS PT. PPLI

A. Analisis Masalah Yang Timbul

Analisis masalah terhadap tingkat relevansi undang-undang otonomi daerah terhadap lingkup kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal pemberian izin gangguan diwilayahnya, khususrrya terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 terhadap PT. PPLI.

Penyelenggara Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan, antara lain, dalam bentuk Peraturan Daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Peraturan Daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Peraturan Daerah tertentu yang mengatur Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang, berlaku setelah melalui tahapan evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-undang Gangguan (Staatblad 1926 - 226, yang telah diubah dengan Staatblad 1940 - 14 dan Staatblad 1940-450, merupakan peraturan yang berhubungan erat dengan masalah perizinan, sedangkan masalah perizinan selalu berhubungan dengan masalah kewenangan Pemerintah atau pejabat untuk memberikan atau menolak permohonan izin dari warga masyarakat.

Dari pasal-pasal yang terdapat yang terdapat dalam Ordonnantie Gangguan tersebut di atas, hampir secara keseluruhan mengatur tentang larangan mendirikan berbagai bidang usaha tanpa memiliki Izin Tempat Usaha (Izin gangguan) bagi setiap orang yang akan mendirikan berbagai bidang usaha, termasuk semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian pada milik, perusahaan atau kesehatan serta menimbulkan gangguan. Selain itu, pasal-pasal lainnya mengatur tentang wewenang Pemerintah atau pejabat yang berwenang memberikan atau menolak permohonan izin, prosedur penmohonan, syarat-syarat, penarikan kembali izin yang telah diberikan, upaya banding apabila terdapat permasalahan dalam pemberian izin, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang terjadi. Walaupun masalah-masalah yang berhubungan dengan perizinan telah dirumuskan dalam Ordonnantie Gangguan tersebut, tetapi masalah penetapan retribusi tidak terdapat dalam pasal-pasalnya.

Juga Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-undang Gangguan (Staatblad 1926 - 226, yang telah diubah dengan Staatblad 1940 - 14 dan Staatblad 1940-450 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Peraturan-peraturan mengenai Retribusi menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) untuk semua jenis kegiatan usaha dan industri, namun dalam perkembangan selanjutnya dalam aturan pelaksanaan dan teknis terdapat aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang Tata cara Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menimbulkan ketidakpastian hukum apakah bagi kegiatan usaha yang wajib AMDAL dan usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah masih diwajibkan untuk memiliki Izin HO, sehingga menjadi objek pemungutan retribusi Izin HO.

Dalam era reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang terus menerus berkembang seiring dengan perubahan ketatanegaraan dan tata pemerintahan menuju kearah perbaikan berbagai sector kehidupan masyarakat.

Adanya perubahan pola sentralisasi kearah desentralisasi pada sistem pemerintahan pusat dan daerah, berbagai perubahan kebijakan dengan bergulirnya sistim Otonomi Daerah yang diikuti oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan tujuan utama adalah :

a.
memenuhi aspirasi politik daerah;

b.
mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah;

c.
mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-  masing daerah;

d.
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Dengan adanya keinginan untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah untuk mengelola dan membangun daerahnya, terbit aturan dan landasan hukum yang dapat menunjang berkurangnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, khususnya mengenai kebijakan bidang keuangan.

Sebagai realisasi dari pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi, maka pemerintah daerah bersama DPRD, khususnya Pemerintah Kabupaterr Bogor, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai contoh kasus adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan dimana PT. PPLI selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan Limbah B-3, telah memiliki perizinan studi AMDAL, sehingga perusahaan tersebut beranggapan tidak perlu memperoleh izin gangguan dan atau membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998.

Berpedoman pada uraian tersebut di atas dan terkait dengan permasalahan lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penerbitan Izin gangguan, khususnya terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 terhadap PT. PPLI, maka dapat diketengahkan hat-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan semangat dan jiwa otonomi daerah, yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004), maka seyogyanya PT. PPLI untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, mengingat Perda ini berpedoman pada Undang-undang Izin Gangguan/HO yang kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993.

2. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengintegrasikan ketentuan Izin Gangguan (HO) kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan otonomi daerah, sehingga dapat menerapkan asas lex specialis derogate lex generalis kepada PT. PPLI yang bersikukuh pada pendiriannya untuk tidak memiliki Izin Gangguan HO dari Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993.

Analisis masalah terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan mana yang lebih kuat kedudukannya  antara  Hinder-Ordonnantie dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 ?

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda yang diberlakukan di zaman Negara Republik Indonesia, maka kedudukan suatu Ordonnantie diletakan setingkat dengan undang-undang (demikian juga wet, dan Algemeen Maatregel van Bestuur). Dengan demikian Ordonnantie Stb. 1926-226 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan (hierarkhi) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan suatu Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden (hal ini dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 11I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

"Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi".

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) tersebut, maka ketentuan dalam Ordonnantie Gangguan Stb.1926-226 tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 ataupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, oleh karena hierarki suatu Ordonnantie adalah setingkat dengan undang-undang sehingga hierarkinya lebih tinggi dari suatu Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri.

Ordonnantie Gangguan Stb. 1926-226 tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan Izin Gangguan, walaupun demikian dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, merumuskan bahwa, "Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah".

Dengan demikian, maka PT. PPLI terkena kewajiban untuk mengurus dan memperoleh perizinan gangguan dari Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998.

Analsisi masalah terhadap keterkaitan antara Undang-undang Izin Gangguan/ HO dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993, irrstansi manakah yang berwenang memberikan izin pengelolaan limbah B3 ?

Keterkaitan antara Undang-undang Izin Gangguan/HO dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 adalah bahwa di dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang dikatagorikan sebagai kegiatan industri yang mengambil bahan material, bahan baku menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunanya (PT. PPLI). Sedangkan izn gangguan/ HO dasarnya adalah tempat usaha bukan penyelenggaraan usaha/kegiatan.

Izin Gangguan (HO) adalah pra-syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha. Secara explicit kegiatan PT. PPLI memang tidak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Stb. 1926 Nomor 226) akan tetapi kegiatan tersebut dapat mengakibatkan bahaya kerugian atau gangguan (vide Pasal 1 ayat (1) angka XX Romawi Jo. Pasal 1 huruf J Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993) yaitu Undang-undang Gangguan dikenakan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka XX Stb 1926 Nomor 226 yaitu tanpa izin, dilarang mendirikan bangunan (tempat usaha) yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan. Jadi walaupun tidak tercantum bukan berarti kegiatan dan atau usaha tersebut tidak wajib HO.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 bahwa izin gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

Namun adanya keharusan pemeriksaan AMDAL oleh komisi penilai AMDAL dan keharusan untuk memperoleh persetujuan AMDAL dari komisi penilai AMDAL tersebut, mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam memberikan "lampu hijau" kepada pihak yang akan melakukan kegiatan, sehingga menimbulkan kerancuan penafsiran antara keduanya.

Sedangkan lokasi tempat usaha PT. PPLI telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Surat Kepala Bapedal Nomor B​1282/1993 tanggal 23 Agustus 1993 yang ditujukan kepada BKPM. Dalam surat tersebut Kepala Bapedal merekomendasikan penggunaan tanah seluas 40 hektar yang berlokasi di Desa Nambo untuk digunakan dalam pengoperasian pengolahan limbah B-3, sesuai dengan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Analisis masalah merryangkut bagaimana kekuata» hukum perizinan pengelolaan limbah cair B3 yang diberikarr kepada PT. PPLI ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup ?

Tujuan suatu izin, baik secara alternative maupun kumulatif, meliputi : 

· mengendalikan aktivitas tertentu (mis. IMB)

-
mencegah bahaya (mis. HO)

-
melindungi objek tertentu (mis. Izin tebang) 

- 
dll

Berkaitan dengan tujuan izin, tujuan izin gangguan pada dasarnya adalah untuk mencegah bahaya, sebagaimana ditentukan dalam Pasa16 ayat 2 butir II : keberatan-keberatan disebabkan karena khawatir akan terjadi :

-
bahaya

-
kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan;

-
gangguan yang berat..........................

Jiwa  dari  Hinderordonnantie nampak dalam formula Pasal 6   ayat (2) :  Yang dapat menyebabkan izin ditolak.........

Terkait dengan uraian diatas, maka PT. PPLI telah memperoleh dan mengantongi perizinan untuk melakukan usahanya, meliputi :

1.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593.82/Sk. 2222-Pem.Um/90, Tanggal 28 Nopember 1990 Tentang Tentang Persetujuan Lokasi Dan Izin Pembebasan Tanah Seluas f 50 Hektar, Terletak Di Desa Nambo, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

2.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593.82/Sk.453-Pem-Um/92, Tanggal 23 Maret 1992 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor : 593.82/Sk. 2222-Pem.Um/90 Untuk Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Atas Nama Kantor Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup.

3.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep. 35Bapedal/07/1993 Tentang Persetujuan Studi Amdal.

4.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep. 36/BapedaV07/1993 Tentang Persetujuan Rencana Pengelolaaii Lingkungan (RPL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKl) Rencana Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri B-3 Di Cileungsi, Bogor Jawa Barat.

5.
Keputusan Bupati Bogor No : 647/50/Pu/1994 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Untuk Pusat Pengolahan Limbah Industri B-3.

6.
Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor Nomor : 647.2/79tb-Dck/2001, Tanggal 22 Oktober 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Untuk Keperluan Gudang (Drum Storage Building) Atas Nama PT. PPLI.

7.
Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor : 693/37/Ppl- Dtrlh/02, Tangga129 Mei 2002 Tentang Izin Pengolahan Limbah Cair Atas Nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI).

8.
Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor Nomor 546.2/670/Ip-Distamb/2002, Tanggal 19 Agustus 2002 Tentang Izin Pengeboran (IP) Atas Nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri.

9.
Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor Nomor 546.2/274/Ipa-Distamb/2002, Tanggal 26 Agustus 2002 Tentang Izin Pengeboran (Ip) Atas Nama PT. Prasadha Pamunah Limbah lndustri.

10.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Penyempurnaan RPL Dan RKL PT. PPLI.

Sehubungan dengan perizinan yang telah dimiliki oleh PT. PPLI tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bogor mengirim surat kepada PT. PPLI Nomor 503/65-Ekbang, tanggal 7 Nopember 2002 tentang Izin Gangguan/HO, yang kemudian PT. PPLI memberikan surat balasan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 2002-69BTS/MTZ, tanggal 19 Nopember 2002, yang intinya merasa keberatan terhadap kewajiban untuk menyelesaikan perizinan HO sesuai dengan pernyataan hukum dari Lembaga Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners tanggal 30 September 1994 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, mengingat karena PT. PPLI telah memperoleh AMDAL sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep.35/BAPEDAL/07/ 1993 tanggal 8 luli 1993 dan RKL (SK. Kepala Bapedal Nomor : Kep​36/BAPEDAL/07/1993 tanggal 8 Juli 1993), oleh karena itu maka pernyataan hukum PT. PPLI dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Penjelasan Pasal I S ayat 1 bahwa AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diajukan pada proses pengambilan keputusan tentang usaha dan atau kegiatan.

Disatu sisi AMDAL merupakan bagian study kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha clan atau kegiatan, disisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang sudah membuat dokumen AMDAL diwajibkan untuk mengajukan izin gangguan, sebagaimana diketahui bahwa izin gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan tercemarnya lingkungan. Secara formal Perda Nomor 25 Tahun 1998 ditetapkan pada tanggal 12 September 1998 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1998 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 16 Desember 1998 telah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, salah satu dasar hukum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah dirubah dengan Undang​undang Nomor 32 Tahun 2004).

B. KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Waste Management Internasional plc dan PT. Aqualindo Mitra Industri, membentuk PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI), dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 70% milik Waste Management Internasional plc, sebesar 25 % untuk PT. Aqualindo Mitra Industri dan 5% untuk Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang dikompensasikan dalam bentuk penyediaan lahan milik Negara untuk lokasi PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) seluas + 50 Hektar, terletak di Desa Nambo, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Tahun 1998, PT. Aqualindo Mitra Industri menjual seluruh sahamnya (25%) kepada Waste Management Internasional plc, yang kemudian berpindah kepada Modern Asia Environment, yaitu perusahaan yang dibiayai oleh Global Environment Fund-Washington D.C. (PMA).

Bahwa semua Undang-undang yang tingkatannya dibawah Undang​Undang Dasar 1945, harus mengacu dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk :

1.
Hinder Ordonantie 1926-226 yang mengatur tentang Undang-Undang 

Gangguan;

2.
Undang-undang. No. 23 Tahun 1997 Ttg Pokok-Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup;

3.
Undang-undang. Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Industri; 

4.
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Ttg Pemerintahan Daerah; 

5.
Undang-undang 34 Tahun 2000 Ttg Pajak Daerah Dan Retribusi;

Kelima Undang-Undang tersebut, masing-masing saling terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran, khususnya yang ditimbulkan oleh Industri. Serta U.U. No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana mengatur juga pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing, Yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah(kabupaten/kota).

Bahwa PT. PPLI telah memperoleh persetujuan Amdal dari Kepala Bapedal yang berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, yang pada intinya tidak diwajibkan perusahaan industri untuk memiliki Izin UU Gangguan/Ho, bila perusahaan dimaksud telah memiliki Amdal.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, Mewajibkan PT. PPLI Untuk Memperoleh Izin Gangguan Dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Disamping Harus Membayar Retribusi Izin Gangguan. Bahwa kenyataan tersebut menimbulkan pertentangan menyangkut penafsiran atas Kepmendagri dan Peraturan Daerah, apakah PT. PPLI setelah memiliki Amdal, perlu mendapatkan izin gangguan dari Pemerintah Kabupaten Bogor atau tidak ?

Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedal adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha sedangkan berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 1998 (Pasal 1 huruf a) adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha jadi kegiatan usaha berkenaan dengan tempat usaha, apalagi kegiatan pengolahan limbah B-3 sangat rentan menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan tercemarnya lingkungan.

Sedangkan Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan sesuai dengan penjelasan pasal 15 ayat (1).

Perizinan Gangguan (HO) merupakan salah satu instrumentarium hukum bagi pemerintah daerah dalam kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang menyangkut kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Arti pentingnya fungsi perizinan ini (HO) dalam hubungannya dengan pertahanan kelestarian lingkungan sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan".

Oleh karenanya peranan pemerintah daerah, sangatlah menonjol dan penting peranannya didalam hal pemberian izin dan selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan dari izin yang telah diberikan melalui dinas masing-​masing.
Alternatif solusi-solusi yang dapat penulis ketengahkan terhadap masalah ini, yaitu :

1.
Adanya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi yang terkait disertai dengan peningkatan keterampilan dan keahlian petugas yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan terkait.

2.
Dilakukannya pembaharuan atau penerbitan terhadap peraturan-peraturan yang saling bertentangan atau saling tumpah tindih yang bisa menyebabkan prosedur yang berbelit-belit.

3.
Adanya sistem perizinan yang terpadu atau prosedur perizinan di bawah satu atap.

Karena di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan :

(1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(2)
Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang​undangan yang berlaku.

(3)
Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Terhadap permasalahan antara penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, yang intinya menegaskan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan B-3, wajib memiliki izin HO sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, badan usaha yang telah memiliki Amdal, tidak wajib memiliki izin gangguan.

Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan menyangkut penafsiran yang berbeda dalam perolehan izin gangguan.

Latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat B-3, adalah bahwa proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.

 Pengaturan limbah B-3 dikatakan memadai apabila pengelolaan limbah B-3 telah diatur secara lengkap, yaitu sejak limbah B-3 dihasilkan sampai pada penyimpanan, pengumpulan, pengakutan, pengolahan limbah B​3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut, sehingga sifat-sifat berbahaya dan berancunnya menjadi hilang. Tujuan dari pengelolaan limbah B-3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia clan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain, sakit, cacat dan/atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat limbah B-3.

Adapun pengaturan hukum mengenai limbah B-3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B-3, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan. Dalam kaitan ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang kemudian diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan terakhir diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang didalamnya terdapat beberapa kewajiban dan larangan bagi penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah termasuk penimbun limbah B-3, yaitu mencagah dan menanggulangi pencemaran lingkungan terhadap kegiatannya yang mengandung resiko.

PT. PPLI selaku badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah B-3 yang berlokasi di Kabupaten Bogor, tela.h memperoleh beberapa perizinan terkait dengan pelaksanaan usahanya, dan menolak untuk memperoleh izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, dengan dalih berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, yaitu badan usaha yang telah memiliki Amdal, tidak wajib memiliki izin gangguan, sehingga menimbulkan antara peraturanperundang-undangan tersebut, yang tingkatannya masing-masing berbeda.

Terhadap  hal  tersebut  di  atas  maka  berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7, menyatakan :

(1)
Jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai  berikut :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undanglPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden 

e.
Peraturan Daerah

(2)
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi

a.
Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b.
Peraturan Daerah Kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota;

c.
Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan

(4)
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5)
Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, jelas secara hierarkhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka kedudukan Peraturan Daerah , menurut ayat (1) kedudukannya berada dibawah urutan Peraturan Pemerintah dan menurut ayat (5) kekuatan hukum perda tersebut terhadap Peraturan Pemerintah menjadi lemah, dalam arti dapat diabaikan pemberlakuannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, meskipun tidak termasuk dalam jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan menurut ayat (1), sudah jelas keberadaannya diatas peraturan daerah dan secara substansial perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih atasnya.

Terkait dengan kebedaan perizinan yang telah dimiliki oleh PT. PPLI khususnya Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, maka kedudukannya berada diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 yang menurut jenis  dan  urutan  hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia  berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, dimana kekuatan hukum keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor ini menjadi lemah, dalam arti dapat diabaikan pemberlakuannya oleh PT. PPLI. karena secara substansil isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih atasnya. Namun apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, maka keberadaan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, yang tingkatannya berada dibawah Undang undang (menurut Pasal (1) U.U. No. 10 Tahun 2004), maka kekuatan hukum Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri ini menjadi lemah apabila dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21, yaitu :

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak : 

a.
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b.
memilih pimpinan daerah;

c.
mengelola apratur daerah; 

d.
mengelola kekayaan daerah; 

e.
memungut pajak dan retribusi daerah;

f.
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g.
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; clan

h.
mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang​undangan.

Menurut hemat penulis, permasalahan ini dapat diatasi dengan mengacu dan berpedoman pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang secara jelas dan tegas mengatakan : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkunganhidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Di sini dikatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup :

1.
Wajib memiliki AMDAL; dan

2.
Wajib memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 1997, yaitu :

(1)
Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :

a.
rencana tata ruang;

b.
pendapat masyarakat;

c.
pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

(2)
Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Apabila ditinjau dari rumusan pengertian di atas maka pengertian izin gangguan lebih ditujukan pada izin bagi berbagai tempat usaha yang akan

didirikan dihubungkan dengan kemungkinan akan timbulnya bahaya, kerugian atau gangguan, sedangkan AMDAL lebih ditujukan pada kajian berdasarkan studi kelayakan terhadap suatu usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sehingga dalam hal ini secara tegas dinyatakan bahwa PT. PPLI wajib memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Secara factual bahwa keberadaan Peraturan Daerah memiliki peran penting dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap suatu usaha/kegiatan yang dilaksanakan disatu daerah. Apabila PT. PPLI bersikukuh tidak bersedia untuk menerima Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998, maka pertanyaannya adalah dimana letak kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap timbulnya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat pengolahan limbah cair B-3 oleh PT. PPLI.

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

1.
Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Gangguan (Staatblad 1926 - 226, yang telah diubah dengan Staatblad 1940 - 14 dan Staatblad 1940-450, merupakan peraturan yang berhubungan erat dengan masalah perizinan, sedangkan masalah perizinan selalu berhubungan dengan masalah kewenangan Pemerintah atau pejabat untuk memberikan atau menolak permohonan izin dari warga masyarakat. Penyelenggara Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungja wabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan, antara lain, dalam bentuk Peraturan Daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Sebagai realisasi dari pelaksanaan desentralisasi dan dekovsentrasi, maka pemerintah daerah bersama DPRD, khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

2. Bahwa hedudukan Hinder Ordonnantie diletakan setingkat dengan undang-undang (demikian juga wet, dan Algemeen Maatregel van Bestuur). Dengan demikian Ordonnantie Stb. 1926-226 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan (hierarkhi) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan suatu Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden (hal ini dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan). Di dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Nomor  III/MPR/2000 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

"Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan deiigan aturan hukum yang lebih tinggi".

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) tersebut, maka ketentuan dalam Ordonnantie Gangguan Stb.1926-226 tidak dapat dikesampingkan o(eh ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 ataupun Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, oleh karena hierarki suatu Ordonnantie adalah setingkat dengan undang-undang sehingga hierarkinya lebih tinggi dari suatu Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri, sehingga dalam hal ini PT. PPLI wajib untuk mengurus Izin Gangguan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.

3.
Ordonnantie Gangguan Stb. 1926-226 tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan Izin Gangguan, walaupun demikian dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, rr3erumuskan bahwa, "Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah".

Dari pasal-pasal yang terdapat yang terdapat dalam Ordonnantie Gangguan, hampir secara keseluruhan mengatur tentang larangan mendirikan berbagai bidang usaha tanpa memiliki Izin Tempat Usaha (Izin gangguan) bagi setiap orang yang akan mendirikan berbagai bidang usaha, termasuk semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian pada miiik, perusahaan a' au kesehatan serta menimbulkan gangguan. Selain itu, pasal-pasal lainnya mengatur tentang wewenang Pemerintah atau pejabat yang berwenang memberikan atau menolak permohonan izin, prosedur permohonan, syarat-syarat, penarikan ICembali izin yang telah diberikan, upaya banding apabila terdapat permasalahan dalam pemberian izin, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang terjadi. Walaupun masalah-masalah yang berhubungan dengan perizinan telah dirumuskan dalam Ordonnantie Gangguan tersebut, tetapi masalah penetapan retribusi tidak terdapat dalam pasal-pasalnya.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, khususnya Pasal 6, dinyatakan bahwa "Setiap perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Undang-undang Gangguan, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib AMDAL atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.

Jadi keterkaitan antara Hinder Ordonnantie dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 adalah bahwa Izin Gangguan (HO) adalah pra-syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha. Secara explicit kegiatan PT. PPLI memang tidak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Stb. 1926 Nomor 226) akan tetapi kegiatan tersebut dapat rnengakibatkan bahaya kerugian atau gangguan (vide Pasal 1 ayat (1) angka XX Romawi Jo. Pasal 1 huruf J Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993) yaitu Undang-undang Gangguan dikenakan bagi tempat4empat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka XX SC'b 1926 Nomor 226 yaitu tanpa izin, dilarang merdirikan bangunan (tempat usaha) yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan. Jadi vialaupun tidak tercantum bukan berarti kegiatan dan atau usafia tersebut tidak wajib HO.

Sedangkan instansi yang berwenang mengeluarkan izin industri terhadap usaha pengelolaan limbah Cair B-3 yang dilakukan oieh PT. PPLI seharusnya adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan bukan BAPEDAL.

4.
Bahwa kekuatan hukum perizinan pengelolaan limbah cair B-3 yang diberikan kepada PT. PPLI ditinjau berdasarkan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah dalam posisi lemah, dalam arti bahwa PT. PPLI tidak memiliki izin pengelolaan limbah cair B-3 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan tetapi hanya memiliki AMDAL dari BAPEDAL, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Penjelasan Pasal 15 ayat 1 bahwa AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diajukan pada proses pengambiian keputusan tentang usaha dan atau kegiatan.

Dengan mengacu dan berpedoman pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang secara jelas dan tegas mengatakan : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Disini dikatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar clan penting terhadap lingkungan hidup :

•
Wajib memiliki AMDAL; dan

•
Wajib memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

B. Saran

Terhadap uraian kesimpulan tersebut di atas, utamanya menyangkut permasalahan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. PPPLI, maka penulis mengetengahkan saran, yang kiranya dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah in maupun lain yang akan timbul dikemudian hari, yaitu :

1.
Hinderordonnantie sudah tidak sesuai lagi dalam era pembangunan dewasa ini karena adanya beberapa kelemahan, sehingga untuk itu perlu diadakan penyempurnaan atau bahkan lebih baik dicabut. Namun demikian apabila HO ingin dipertahankan, maka perlu diperhatikan Pasal 11 ayat (1) HO yang menyatakan bahwa "Penguasa yang telah memberikan izin, jika ternyata bahwa syarat-syarat baru terhadap pemegang izin, jika ternyata bahwa syarat-syarat baru itu diperlukan". Hal ini menunjukkan bahwa penguasa dapat menambahkan syarat-syarat lain jika diperlukan; sehingga Bupati Bogor dapat menerbitkan keputusan yang menyatakan bahwa UPL dan' UKL merupakan syarat bagi diterbitkannya izin berdasarkan HO, dengan demikian UKL clan UPL dapat diintegrasikan ke dalam sistim perizinan gangguan.

2.
Seyogyanya HO sudah harus dileburkan ke dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat secara substansi berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan dengan pencegahan perusakan atas lingkungan hidup.

3.
Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Sogor segera merevisi dan menyesuaikan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Izin Gangguan, yang diselaraskan dengan Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya, juga mencakup sebagai upaya antisipasi dan penanganan masalah yang timbul, khususnya menyangkut pertentangan lingkup kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini.
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